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MOTTO 

 

 

“do your best, cause nothing is impossible” 

 

 

“There are two paths you can take. Yours or the path others choose for you” - 

Eudoria Vernet Holmes 
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RINGKASAN 

 

Pada dekadeini, enam dari sepuluh atau setengah dari populasi di dunia 

bertempat tinggal di kota. Tingginya jumlah penduduk di pusat kota 

membutuhkan pemenuhan kebutuhan akan permukiman yang layak huni, 

terutama untuk mengakomodasi kaum urban yang pekerjaannya terkonsentrasi di 

sektor perdagangan dan jasa di area komersial di pusat kota. Pemerintah Indonesia 

telah berkomitmen dalam upaya menjawab tantangan global dengan mengaitkan 

agenda pembangunan nasional dengan tujuan Sustainable Development Goals 

(SDGs) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024. Langkah yang ditempuh pemerintah dilakukan melalui banyak cara 

salah satunya melalui program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh yang tujuannya 

untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan secara mandiri dan 

berkelanjutan. Program RSDK dilakukan diseluruh kota di Indonesia salah 

satunya Kota Surabaya. 

Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 

41 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial 

Daerah Kumuh di Kota Surabaya mengatakan bahwa program RSDK ini 

membutuhkan kerjasama atau berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang 

terkait yang dapat membantu mensukseskan program. Salah satu prinsip program 

RSDK ialah kemitraan antara masyarakat dan pemerintah serta dukungan dari 

swasta. Pemerintah dalam membuat dan menjalankan sebuah kebijakan atau 

program tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu keterlibatan pihak atau aktor lain 

untuk bekerjasama dalam menjalankan kebijakan atau program tersebut, 

pendekatan collaborative governance pada hari ini menjadi sebuah solusi yang 

bisa diambil dalam memecahkan masalah kebijakan yang ada di lapangan.  

Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Morse dan 

Stephens (2012) yang didalamnya terdapat assessment, initiation, deliberation, 

dan implementation serta tahapan impelementasi dari Lipsky (2010) yang 

didalamnya terdapat beberapa tahap yaitu otonomi relatif dari otoritas organisasi, 

perbedaan antara birokrat street-level dengan manajer, dansumber daya untuk 
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resistensi. Kedua teori tersebut dielaborasikan sehingga menghasilkan tiga 

tahapan dengan masing-masing tahapan memiliki empat komponen. Tahap 

pertama ialah collaborative governance dalam otonomi relatif dari otoritas 

organisasi program RSDK yang memiliki empat komponen yaitu assessment 

dalam otonomi relatif dari otoritas organisasi program RSDK, initiation dalam 

otonomi relatif dari otoritas organisasi program RSDK, deliberation dalam 

otonomi relatif dari otoritas organisasi program RSDK, dan implementation dalam 

otonomi relatif dari otoritas organisasi program RSDK. Tahap kedua ialah 

collaborative governance dalam perbedaan antara birokrat street-level dengan 

manajer program RSDK yang memiliki empat komponen yaitu assessment dalam 

perbedaan antara birokrat street-level dengan manajer program RSDK, initiation 

dalam perbedaan antara birokrat street-level dengan manajer program RSDK, 

deliberation dalam menentukan jenis kebijakan program RSDK, dan 

implementation dalam perbedaan antara birokrat street-level dengan manajer 

program RSDK. Tahap ketiga ialah collaborative governance dalam sumber daya 

untuk resistensi program RSDK yang memiliki empat komponen yaitu assessment 

dalam harapan kebijakan program RSDK, initiation dalam sumber daya untuk 

resistensi program RSDK, deliberation dalam sumber daya untuk resistensi 

program RSDK, dan implementation dalam sumber daya untuk resistensi program 

RSDK.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis kualitatif 

dengan paradigma intepretive. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surabaya 

dengan teknik penentuan informannya menggunakan teknik purposive dan 

snowball. Teknik pengumpulan datanya dengan  menggunakan wawancara, 

dokumentasi, dan observasi secara langsung. Untuk menganalisis penelitian ini 

dibutuhkan data primer dan sekunder. Instrumen penelitian ini adalah peneliti 

sendiri. Teknik analisis data menggunakan tahapan dari Miles, Huberman, dan 

Saldana dengan cara pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan 

data menggunakan teknik triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam 

pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 tentang 
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Pedoman Umum Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh ialah berjalan 

dengan baik. Hasil dari program RSDK di Kelurahan Kedung Cowek yaitu 

lahirnya Kampung Pelangi yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kota 

Surabaya. Program RSDK ini melibatkan elemen pemerintah, swasta, dan 

masyarakat. Berdasarkan tiga tahapan yang digunakan untuk menganalisis 

collaborative governance dapat disimpulkan bahwa empat aspek collaborative 

governance yaitu assessment, initiation, deliberation, dan implementation dari 

elemen pemerintah, swasta, dan masyarakat sudah terlibat dalam proses 

implementasi program RSDK. Pada tahapan collaborative governance dalam 

otonomi relatif dari otoritas organisasiprogram RSDK dinilai paling berpengaruh 

terhadap keberhasilan program RSDK. Tahap ini terdapat bagaimana keterlibatan 

masyarakat melalui UPKM terhadap program RSDK, diskresi yang digunakan 

UPKM dalam mempercepat keberhasilan program RSDK, sumber daya apa saja 

yang dimiliki setiap aktor yang terlibat, bagaimana komunikasi yang terjalin dan 

tahapan mengenai program RSDK. Meskipun pada komponenimplementation 

dalam otonomi relatif dari otoritas organisasiprogram RSDK menunjukkan bahwa 

unsur swasta tidak memiliki struktur organisasi khusus yang ditujukan untuk 

program RSDK. Namun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan tugas dan 

perannya yaitu membantu program RSDK melalui corporate social resposibility.  

Keterlibatan UPKM dan Tim Pendamping dinilai paling berperan dalam 

program RSDK. Sedangkan elemen swasta dari PT. Nippon Paint tidak banyak 

berperan. Pada komponeninitiation dalam otonomi relatif dari otoritas organisasi, 

perbedaan antara birokrat street-level dengan manajer, dan sumber daya untuk 

resistensiprogram RSDK elemen swasta tidak berperan langsung. Pada komponen 

implementation dalam otonomi relatif dari otoritas organisasi, perbedaan antara 

birokrat street-level dengan manajer, dan sumber daya untuk resistensiprogram 

RSDK elemen swasta juga tidak terlibat banyak, PT. Nippon Paint tidak memiliki 

struktur organisasi khusus untuk perogram RSDK. PT. Nippon Paint juga tidak 

mengikuti monotoring dan evaluasi yang diadakan di Kantor Dinas Sosial. 

Sehingga dapat disimplkan bahwa elemen pemerintah dan masyarakat memiliki 

banyak peran dala program RSDK, sedangkan elemen swasta hanya berperan 

dalam pemberian cat melalui corporate social responsibility. 
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SUMMARY 

 

In the last decade, six out of ten people or half of the world’s population 

live in the city. This high number of residents in the city means that an adequate 

housing is needed, especially to accommodate urbanites whose jobs are 

concentrated in the trade and service sector in the commercial areas of the city. 

The Indonesian government has committed to respond to the global challenges by 

linking the national development agenda with the goals of Sustainable 

Development Goals (SDGs) in the National Medium Term Development Plan 

(RPJMN) 2020-2024. The steps taken by the government are carried out in many 

ways, one of which is through the Slum Area Social Rehabilitation program 

(RSDK) which aims to independently and sustainably improve socio-economic 

and environmental conditions. The RSDK program is carried out in all cities in 

Indonesia, one of which is Surabaya. 

The Surabaya City Government through the Mayor of Surabaya Regulation 

Number 41 of 2015 concerning General Guidelines for the Implementation of the 

Slum Area Social Rehabilitation Program in the City of Surabaya said that the 

RSDK program requires cooperation or coordination with related institutions in 

order to make the program successful. One of the principles of the RSDK 

program is the partnership between the community and the government and 

support from the private sector. The government can’t stand alone in making and 

implementing a policy or program, they also need the involvement of other parties 

or actors to work together in carrying out these policies or programs, the 

collaborative governance approach today is a solution that can be taken in 

solving policy problems in the field. 

This research uses collaborative governance theory from Morse and 

Stephens(2012) which includes assessment, initiation, deliberation, and 

implementation as well as implementation stages from Lipsky (2010) in which 

there are several stages, namely relative autonomy of organizational authority, 

differences between street-level bureaucrats with managers, and resources for 

resistance. Both theories are elaborated to produce three stages, with each stage 
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having four components. The first stage is collaborative governance in the 

relative autonomy of the RSDK program organizational authority which has four 

components, namely assessment in the relative autonomy of the RSDK program 

organizational authority, initiation in the relative autonomy of the RSDK 

program organizational authority, deliberation in the relative autonomy of the 

RSDK program organizational authority, and implementation in the relative 

autonomy of the RSDK program organizational authority. The second stage is 

collaborative governance in the difference between street-level bureaucrats and 

RSDK program managers which has four components, namely assessment in the 

differences between street-level bureaucrats and RSDK program managers, 

initiation in differences between street-level bureaucrats and RSDKprogram 

managers, deliberation in determining the types of RSDK program policies, and 

their implementation in the differences between street-level bureaucrats and 

RSDK program managers. The third stage is collaborative governance in 

resources for the resistance of the RSDK program which has four components, 

namely assessment in the expectations of RSDK program policies, initiation of 

resources for resistance to the RSDK program, deliberation in resources for 

resistance to the RSDK program, and implementation of resources for the 

resistance of the RSDK program. 

The research method used in this research is a qualitative type with an 

interpretive paradigm. The research location was conducted in the city of 

Surabaya and we select the informants for this study using the purposive and 

snowball techniques. Data collection techniques used in this study are interviews, 

documentation, and direct observation. To analyze this research, primary and 

secondary data are needed. The research instrument is the researcher himself. 

The data analysis technique uses the stages of Miles, Huberman, and Saldana by 

collecting data, condensing data, presenting data, and drawing conclusions or 

verification. While the technique of checking the validity of the data uses 

triangulation techniques. 

The results of this study show that collaborative governance in the 

implementation of the Mayor of Surabaya Regulation Number 41 of 2015 

concerning General Guidelines for the Implementation of Slum Social 
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Rehabilitation is going well. The result of the RSDK program in Kelurahan 

Kedung Cowek was the birth of Kampung Pelangi which has become one of the 

tourist destinations in the city of Surabaya. This RSDK program involves elements 

of the government, private sector and society. Based on the three stages used to 

analyze collaborative governance, it can be concluded that four aspects of 

collaborative governance, namely assessment, initiation, deliberation, and 

implementation of government, private, and community elements have been 

involved in the implementation process of the RSDK program. In the 

collaborative governance stage, the relative autonomy of the RSDK program 

organizational authority is considered to be the most influential on the success of 

the RSDK program. This stage includes how the community is involved through 

the UPKM in the RSDK program, the discretion used by the UPKM in 

accelerating the success of the RSDK program, what resources each actor 

involved is in, how communication is established and the stages regarding the 

RSDK program. Although the implementation component in the relative 

autonomy of the organizational authority of the RSDK program shows that the 

private sector does not really have a specific organizational structure devoted to 

the RSDK program. However, in the real life implementation, the private sector 

has played its roles very well in helping the RSDK program through corporate 

social responsibility. 

The involvement of UPKM and the Assistance Team is considered to have 

the most role in the RSDK program. Meanwhile, the private sector from PT. 

Nippon Paint doesn't really do much to help the program. In the initiation 

component of the relative autonomy of organizational authority, the differences 

between street-level bureaucrats and managers, as well as the resources for 

resistance to the RSDK program, the private elements do not play a direct role. In 

the implementation component of the relative autonomy of organizational 

authority, the differences between street-level bureaucrats and managers, and 

resources for the resistance of the RSDK program, the private elements are also 

not involved, PT. Nippon Paint does not have a specific organizational structure 

for RSDK programs. PT. Nippon Paint also did not participate in the monotoring 

and evaluation held at the Social Service Office. So, it can be concluded that it is 
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the government and community elements that play many important roles in the 

RSDK program, while the private elements (in this case PT. Nippon Paint) only 

play a role in providing paint through its corporate social responsibility.  


